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RINGKASAN

Vieri Adi Dharma Puguh Putra. Desember 2023. PERBANDINGAN KONSEP
MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA
INDONESIA DAN INGGRIS. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing: Prof.
Mirza S. Buana, S. H., M.H., Ph. D.

Putusan Mahkamah Konstitusi Putusan Mahkamah Konstitusi Tahun 2020,
No.91/PU-XVIII tentang Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945,
menyatakan UU Ciptakerja Inkonstitusional bersyarat akibat kurangnya partisipasi
yang bermakna (meaningful participation) dalam proses pembentukan peraturan
perundang-undanganya. Dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menjelaskan
apa saja yang menjadi hak masyarakat dalam partisipasi dalam proses pembentukan
peraturan perundang-undangan, yakni hak masyarakat untuk didengarkan
pendapatnya (right to be heard), hak untuk mempertimbangkan pendapatnya (right to
be considered), dan hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat
yang diberikan (right to be explained). Hal tersebutlah yang tidak ada dalam proses
pembentukan peraturan perundang-undangan dalam UU Cipta Kerja
(Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Disinilah skripsi ini akan melakukan
analisis konsep partisipasi bermakna yang termuat Undang-Undang nomor 13 Tahun
2022 sebagaimana memperbarui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011, dan
melakukan komparasi partisipasi masyarakat di Kerajaan Inggris yang dimana proses
legislasi di Kerajaan Inggris merupakan role model parlemen atau lembaga legsilatif
didunia karena parlemen Kerajaan Inggris merupakan parlemen tertua di dunia, dan
sekarang proses legislasi di Kerajaan Inggris memiliki berbagai mekanisme konkrit
yang sangat maju dalam proses legislasinya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga (3) pendekatan, yaitu
statute approach (pendekatan undang-undang), conceptual approach (pendekatan
konsep), dan comparative approach (pendekatan perbandingan). Sehingga skripsi ini
akan menganalisis konsep -konsep terkait seperti peran lembaga legislatif, teori
perundang-undangan dan partisipasi masyarakat terhadap Undang-Undang nomor 13
Tahun 2022 sebagaimana memperbarui Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011, dan
nantinya akan dibandingkan terhadap partisipasi masyarakat dalam proses legislasi
Kerajaan Inggris.

Konsep partisipasi yang bermakna (meaningful participation) dalam
pengaturan partisipasi publik di Indonesia sebagaimana tercantum pada
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 (UU P3) secara garis besar masih bersifat
tokenism atau hanya ada secara simbolistik untuk memennuhi demmands dari Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu 1) Hak masyarakat untuk
didengar (right to be heard), 2) Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya
(right to be considered), 3) Hak masyarakat untuk diberi penjelasan (right to be
explained). Karena pada akhirnya walaupunn hak-hak masyarakat telah dijamin dalam
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Pasal 96 UU P3, namun tidak memberikan mekanisme konkrit bagaimana masyarkat
exercise atau menggunakan hak tersebut, dan bagaimana pemerintah dapat
memastikan seluruh kelompok masyarakat dapat diakomodir dalam proses
menggunakan hak-hak tersebut. Sehingga hal ini mengimplikasikan 2 hal yaitu;
Pertama, memiliki akurasi yang rendah dalam memenuhi pre-teks dan konteks
socio-legal dalam sebuah teks (peraturan perundang-udnangan), dan pengakomodiran
polemik peraturan perundang-undangan yang teridentifikasi dengan metodologi
ROCCIPI (Rules, Opportunity, Communication, Capacity, Interest, Process, and
Interest). Kedua hal ini penting dalam memastikan apakah peraturan
perundang-undangan yang dibuat memiliki celah untuk tidak merefleksikan
kepentingan rakyat yang dimana merupakan kewajiban utama lembaga legislatif
untuk mengakomodir kepentingan masyarkat dalam produk kebijakan.

Perbandingan konsep partisipasi bermakna di Negara inggris memiliki
ekslusifitas tersendiri terutama dalam mekanisme konkrit dalam menarik publik
dalam sebuah interaksi yang beraneka ragam, seperti debat publik, penjangkauan
komunitas, dan edukasi-edukasi dengan pelayanan laman daring yang inklusif.
Artinya parlemen Inggris telah secara aktif mendorong publik atau
kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses
legislasi. Hal ini menunjukan bahwasanya masyarakat di negara Inggris telah
memiliki partisipasi di level Citizen controls karena masyarakat telah berhubungan
secara erat dengan parlemen dalam proses legislasi. Maka dari itu dalam memenuhi
konsep partisipasi yang bermakna (meaningful participations) dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yaitu 1) Hak masyarakat untuk
didengar (right to be heard), 2) Hak masyarakat untuk dipertimbangkan pendapatnya
(right to be considered), 3) Hak masyarakat untuk diberi penjelasan (right to be
explained). Memiliki kecenderungan yang lebih baik dalam memenuhi ketiga kriteria
tersebut karena Negara Inggris telah memiliki mekanisme konkrit dalam berinteraksi
dengan publik, dan menyebarkan informasi untuk masyarkaat. Sehingga Negara
Inggris jika dibandingkan dengan engara Indonesia memiliki mekanisme partisipasi
publik yang lebih bermakna dan lebih baik. Hal ini penting karena artinya Negara
Inggris memiliki hanya sedikit celah dalam memenuhi kriteria peraturan
perundang-undangan yang baik secara socio-legal dalam sebuah teks (peraturan
perundang-udnangan), dan pengakomodiran polemik peraturan perundang-undangan
yang teridentifikasi dengan metodologi ROCCIPI (Rules, Opportunity,
Communication, Capacity, Interest, Process, and Interest).
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ABSTRAK

Vieri Adi Dharma Puguh Putra. Desember 2023. PERBANDINGAN KONSEP
MEANINGFUL PARTICIPATION DALAM PROSES LEGISLASI NEGARA
INDONESIA DAN INGGRIS. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 67 Halaman. Pembimbing: Prof.
Mirza S. Buana, S. H., M.H., Ph. D.

Atas respon terhadap Putusan Mahkamah konstitusi No.91/XVIII-PUU/2020,
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 dibentuk dalam tujuan memperbaiki
partisipasi masyarakat sebagaimana memperbarui Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan (UUP P3). Namun
sayangnya masih terdapat kekaburan hukum dalam pengaturan partisipasi masyarakat
dalam proses legislasi dikarenakan partisipasi masyarakat yang ada bersifat tokenism
karena tidak memiliki mekanisme konkret yang menjamin kapasitas masyarakat untuk
berpartisipasi, yang dimana akhirnya berpotensi dalam menyebabkan lembaga
legislatif yang tidak dapat merepresentasikan aspirasi masyarakat dalam bentuk
peraturan perundang-undangan yang dimana mengikat masyarakat secara umum.
Sehingga pada akhirnya tidak dapat memenuhi parameter partisipasi yang bermakna
sebagaimana dijelaskan di Putusan Mahkamah konstitusi No.91/XVIII-PUU/2020.
Maka dari itu juga dilakukan perbandingan dalam memberikan komparasi bagaimana
contoh partisipasi masyarakat yang konkret di Kerajaan Inggris sebagai role model
parlemen tertua di dunia, yang dimana menunjukan ekslusifitas dari mekanisme
partisipasi yang lebih menjamin kapasitas masyarakat dalam berpartisipasi dalam
proses legislasi.

Kata kunci (Keyword): Partisipasi, Proses Legislasi, Aspirasi masyarakat.
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